
PROVINS! SULAWESI SELATAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR 

NOMOR 05 T AHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

DENG AN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAKALAR, 

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkemba:1gan yang tidak sesuai dengan asu11~~i 
kebijakan umum APBD, keadaan yanf, menyebabkan pergeseran antar ur1t 
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang 
menyebabkan sisa Iebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakcln untuk 
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dii<lkukan 
perubahan APBD tahun anggaran 2016; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, makci 
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Perub<lhan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oae~ah­
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nu1:1ur 
1822); 

2. 

3. 

4. 

5. 

' 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesic.. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

' 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneseia Nomor 3851 ); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg.mi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor .+7, Tambnh<rn 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tilmb'ahon 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa<1n Pcngclol..i<rn 
don Tanggung Jawab Keuanga'l Negara (Lembaran Negarn Rcpu bli k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Ncg<1rn Rcpu blik 
Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcu<1ngan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lemb<1ran NchcHi\ 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Ncht\1«1 
Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudulh 1n 
Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Raky<1t, 
dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Dadah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, TambtiPian 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retri~usi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

I 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52:\-l); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

I 
Ncgarn 
Negctra 

I 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dt1~rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahctn 
Lembctrnn Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebctgctimana te l<1h 

I 

diubah beberapa kctli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tcthun 2.014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambaht1n Lembaran Negctra Republik Indonesia Nuh10r 
5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukt1n Keut1rlgt1n 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RcpJblik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara No1nor 
4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kcdudukcln 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakil<ln Ra~yat 
Daerah (Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo tj 90, 
Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 4416) seb<lgaiinan<l 
telah 1..iiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ten~ang 

I 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tc1vang 
Kedudukan Protokoler dan Ke·1angan Pimpinan dan Anggot<l Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndrnor 
4540); 

15. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pe ngelolaan Kcua~gcu:. 
13adan Layat1an Umum (Lemb<tran Negara Republik JndonesiJ Tahun 12005 
Nomor 48, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502:); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tcntang Pi njamC\n D<wrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, T;.1111 b.1h.1n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

7 Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcrimba ng,111 
1 · b I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tam zi 1,111 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sis tcm lnform .1-. i 
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Ind~ncsia Tahu~1 2005 1nmm 

138, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4:J76); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lcmbariln 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lcmbarnn 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentC\ng Pengel olaC\n Kcu<111g<111 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 :V:J, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentC\ng Pedoman Pcnyu sunC\n 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lcmbaran Nega ra Rcpublik 
Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan di1n 
Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran egMo 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lemboron Negilra 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapornn Keuang<m di1n 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia ·I ahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesii1 Nomor 
4614); 

24. Peraturan Pemer~ntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kctig,1 atas 
Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prntokoler 
dan I<euangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daeri1h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor .p -T<lrnb<ihi1n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); ' 

25. Peraturnn Pcmerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisilsi Pe1«111gbt 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

26. Peraturan Pemerintah Norn 71 T I 20 
• < or a 1un 10 tentang Standcir Akuri tilns i 

Pemenntahan (Lembarap N eg R bl.k 
' ' • a ra epu' 1 Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republi·k I i · N ""16"") nl onesw omor :J :> ; 

27. Pcraturan Pemerint I N 8 
p t a 1 omor 3 Tahun 2012 tentang Pcrubahan Atas 

era uran Pemerintah No 5 T 1 kep :I p . ' mor a 1un 2009 tentang Bantuan Kcuanga n 
al a arta1 Politik (Lcmb N . 

Nomor 195 T aran egara Republik Indonesia T<1 hun 201 2 
' ambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 5~51 ); 

28. Peraturan Daerah Kabu 
Perubal K :l ' paten Takalar Nornor 04 Tahun 2014 tentang c1an ec ua atasP -
Pokok k 1 p eraturan Da1:?rah Nornor 07 Tahun 200; tentang 

·po 0 < engelo!a K ' 
'an euangan Daerah Kabupaten Takalor; 



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedomnn 
Pcngelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap,1 bl i 
tcrnkhir dengnn Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tcn tang 
Pcrubahan Kcdua Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor D Tahu n 20L>Ci 
tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah; 

30. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pcrub,1han 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tcntang 
Pedornan Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pcngajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Kcuangan Partai Politik; 

31. Pcraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 201 6 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Rcpuolik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberi<m Hib<th dnn 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan l3cl.:i.nj,1 
Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perub<1h<rn 
Atas Peraturan Menteri Dalam N2geri Nomor 52 Tahun 2015 tcntang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TaHun 
Anggaran 2016; 

33. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2012/IX/ Tahun 2016 tangg<1I 
28 September 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupdten 
Takalar tentcing Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrnh 
Kabupaten T<tkalar Tahun Angg:.uan 2016 dan Rancangan Peraturnn Bupati • 
T<ikalar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanj<1 
Daerah Ka bu paten Takalar Tahun Anggaran 2016; 

34. I<eputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Nomur 
10/DPRD/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pcrsetuju,111 
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupd

1

ten 
Takalar Tahun Anggaran 2016. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR 
dan 

BUPATITAKALAR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula 
Rp.1.204.936.346.777,00 bertambah sejumlah Rp.221.682.162.688,64 sehingga 
Rp.1.426.618.509.465,64 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
Cl. Scmula Rp. 1.180.936.346.777,00 

berjumlah 
rncnjndi 

b. BcrtC1mb<1h/ (berkurang) Rp. 79.953.434.717,00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.260.889.781.494,00 



2. Bel,rnjn D,H~rah 
a. Scmula Rp.1 .201.936.346.777,00 
b. Bcrtambah/ (bcrkurnng) Rp. 221.099.129.688,64 
Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 
Rp.1.423.035.476.465,64 
Rp. (162.145.694.971,64) 

3. Pembiayaan Daerah : 
a . Penerimaan 

1. Scrnula Rp. 24.000.000.000,00 
2. Bertarnbah/ (berkurang) 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

Rp. 141.728.727.971,64 
Rp.165.728.727.971,64 

b. [\~ngeluaran 

1. Semula Rp. 3.000.000.000,00 
2. Bertamb<1h/ (berkurang) _R...._p_. __ 5_8._3_.0_33_._00_0_;_,0_0 

Jumlah Pengeluaran selelah Perubahan Rp. 3.583.033.000,00 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.162.145.694.971,64 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan dat!rah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan asli daerah 

1. Semula Rp.105.115.844.777,00 
2. Bcrtambah/ (berkurang) Rp. 5.536.354.640,00 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 110.652.199.417,00 

b. Dana Perimb<1ngan sejum.l<1h 
1. Semul<1 Rp.824.626.783.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.186.936.553.000,00 

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.1.011.563.336.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daer<1h yang sah sejumlah 
1. Semula Rp. 251.193.719.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.(112.519.472.923,00) 

Jumlah lain-Iain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp.138.674.246.077,00 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri d<1ri j~nis 
pendapatan: 
a. Pajak daerah 

1. Semula Rp. 16.108.557.500,00 
2. Bertamb<1h/ (berkurang) · Rp. 277.000.000,00 

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 16.385.557.500,00 

· b. Retribusi daerah 
1. Sernula Rp. 14.225.664.260,00 
2. Bertarnbah/ (berkurang) Rp. (3.404.248.560,00) 

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 10.821.415.700,00 

c. Hasil pengeiolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1. Semula Rp. 7.325.650.000,00 
2. 13ertarnbah/ (berkurang) Rp. 1.667.668.800,00 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah 
Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 8.993.318.800,00 



d. Lain-lain pemfapatan asli daernh yang sah 
1. Semula Rp. 67.455.973.017,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 6.995.934.400,00 
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 74.451.907.417,00 

(3) Dana perimban.gan. sebagaiman.a dimaksud pada aya ~ ( 1 ) huruf b terdiri dari jL·ni'> 
pendapatan: 
a. Dana bagi hasil 

1. Semula Rp. 20.306.333.000,00 
2. 13ertambah/ (berkuran.g) Rp. (1 .636.451 .000,00) 
Jumlah dana bagi hasil setclah Perubahan Rp. 18.669.882.000,00 

b. Dana alokasi •Jmum 
1. Semula Rp.597.985.640.000,00 
2. 13ertambah/ (berkurang) Rp. (2.000,00) 
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 597.985.638.000,00 

c. Dana alokasi khusus 
1. Semula Rp. 206.334.810.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 188.573.006.000,00 

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp.394.907.816.000,00 

(4) L:1in-lain. pendapatan. daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c tl'rdiri 
dari jcnis pendapatan: 
a. Hibah 

1. Sernula Rp. 1.325.376.000,00 
2. Bcrtambah/ (berkurang) Rp. 583.033.000,00 

Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 1.908.409.000,00 
b. Dana darurat 

1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) _R_,P~·------'0,'-0_0 

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00 

c. Dana bagi hosil pajok 
1. Semula Rp. 29.398.261.600,00 
2. Bertambah/ (berkurnng) Rp. 8.407.170.400,00 
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 37.805.432.000,00 

d . Dano penyesuC1ian dan otonomi khusus 
1. Semula Rp. 205.648.543.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.(120.824.217.000,00) 

Jumlah dana penyesuaian dan otonom khusus setelah 
Perubahan Rp. 84.824.326.000,00 

e . Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 
1. Semula Rp. 14.821.538.400,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. (685.459.323,00) 

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari 
pemerintah daerah lainnya setelah peruhahan Rp. 14.136.079.077,00 



Pasa 1 

(1) Bel,1njc1 dacrah c:ebagairnana d1maksud dalam Pasal 1 tl'rdm dart 
cl . Belanja tidak langsung 

1. Semula Rp 679.087 2 6.777,00 
2. Bertambah/ (bcrkurang) Rp (32.667 717 'J.+5,36) 
Jumlah belanja tidak l.ingsung setelah Perubahan Rp. 646.419.569.131,64 

b. Belanja langsung 
1. Semula Rp.522.849 060 000,00 
2. Bertambah/ (bcrkurang) Rp.251i 766 -17 314,00 
Jumlah belanja Iangsung setelah Perubahan Rp. 776.615.907.334,00 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ii) at ( 1 ) huruf a terdm dart ~n 
be la nja : 

a. Belanja pegawai sejumlah 
1. Scmula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah belanja pegawai 

b. Belanja bunga sejumlah 

Rp. 593.885.675.100,00 
Rp. (40.896.698.212,00) 

setelah Perubahan Rp. 552.9 8.976. 

1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) _R....._p_. _____ 0_._,0_0 

,00 

Jumlah belanja bunga setelah Pcrubahan Rp. 0,00 

c. Belanja subs1di sejumlah 
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertarrbah/ (berkurang) Rp. 0,00 

~----------Ju m I ah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00 

d. Belanja hibah sejumlah 
1. Semula Rp. 11.600.000.000,00 
2. Bertambnh/ (berkurang) Rp. 8.172.000.000,00 

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 19.772.000.000,00 

e. Belanja bantuan sosial sejumlah 
1. Semula Rp. 1.000.000.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. (1.000.000.000,00) 

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 0,00 

f. Belanja bagi hasil sejumlah 
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah belanja bagi basil setelah Pe-ru~b~a"":'h_a_n ____ '---Rp. 0,00 

g. Belanja bantuan keuangan sejumlah 
1. Semula Rp. 67.048.233.000,00 
2. Bertambith/{berkurang) Rp. 56.983.000,00 

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 67.105.216.000,00 

h. Belanja tidak terduga sejumlah 

1 S~mula Rp. 5.553.378.677,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 999.997.566,64 
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 6.553.376.243,64 



p) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis bela nj<1 : 
<1 . Belanja pegawai sejumlah 

1. Semula Rp. 58.752.149.557,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.562.711.447,00 

Jumlah belanja pegawai setelah l'erubahan Rp. 74.314.861.004,00 

b. Belanja barang dan jasa sejumlah 
1. Semula Rp. 187.713.084.516,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 53.355.510.588,00 

Jumlah belanja barang clan jasa setelah Perubahan Rp. 241.68.595.204,00 

c. Belanja modal sejumlah 
1. Semula Rp. 276.383.825.927,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 184.848.625.199,00 

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 461.232.451.126,00 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan sejumlah 

1. Semula Rp. 24.000.000.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 141.728.727.971,64 
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 165.728.727.971,64 

b. Pengeluaran sejumlah 
1. Semula Rp. 3.000.000.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) _R..i....p_. __ 58_3_.0_3_3._00_0..:...,0_0 

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.583.033.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terJiri dari jenis pembiayaan : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah 
1. Semula Rp. 24.000.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 141.728.727.971,64 
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 165.728.727.971,64 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah 
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) _R ....... p_. _____ 0...:..,0_0 

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00 

c. Hasil penjualan kekayaein daerah yang dipisahkan sejumlah 
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bcrtambah/ (berkurang) Rp. 0.00 

Jumlah hasil penjualan kekayaan setelah Perubahan Rp. 0,00 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah 
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah penerimaan pirtjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 

e. Penerimaan kernbali pemberian pinjarnan sejumlah 
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah penerimaan kembali pemberian plnjaman 
setelah Perubahan R P· 0,00 



t. Penerimaan f iutanJ sejumlah 
1. Semu a Rf . 0, 0 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah penerimaan piutang d,1erah setel,1h Pen1bahan Rp. 0,00 

(3) Pen~eluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) h uruf b terdiri dari jenis pembi<1y<1 <1 11 : 
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah 

1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) BL_ 0,00 
Jumlah pembentukan dana cadangan setela11 l'erubahan Rp. 0,00 

b. Penyertaan m.odal (invest<1si) penlerintah daerah st.?j umlah 
1. Semula Rp. 3.000.000.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 583.033.000,00 
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah 
setelah Perubahan Rp. 3 .583.033.000,00 

c. Pcmbayar:m utang sejumlah 
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah _R...._p_. ______ O_,O_O 
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang 
yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah 
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah/ (berkurang) _R ...... p_. ___ ___ O_,O_O 

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan 
obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 

e. Piutang pihak. ketiga sejumlah 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah piutang pihak ketiga 

Pasal ::> 

Rp. 
Rp. 

0,00 
0,00 

Rp. 

0,00 

0,00 

0,00 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimani1 
d imaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bag ian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I 

2. Lampiran 11 

3. Lampiran Ill 

4 . Li1mpiran IV 

5. Lampiran V 

Ringkasan Perubahan APBD; 

Ringkasan Perubahan APBD rnenurut Urusan Pemerintah Oi1e1-.1h dnn 
Organisasi; 

Rincian Perub<lhan 
Pem.erintahan D<lerah, 
Pembiayaan; 

APBD 
Organisasi 

menu rut 
Pendapatan, 

Urusnn 
Bela nj<1 d ;m 

Reka pi tl!lasi Perubahan Belanja menu rut U rus;rn 

Pemerintahan Dacrah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Di1erah untuk 

Keselarasa11 dan Keterpaduan Urusan Pemerintah<ln D,1ern h 

dan Fungsi dalarn Kerangka Pcngclolaan Keu~rngan Di1e1"1h ; 



(J , I .ampirdn VI 

7. L<1mpiran VIJ 

8. Lampiran Ylll 

9. I .ampiran IX 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; 

Lapornn Keuangan Pemerintcih Dacrnh yang telah d itetapkan 
dengan peraturan daerah; 

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belu111 
diselesaikan dan dian!jgarkan kernbali dalam tahun anggaran ini; 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

13upati mt~JH:'l<1pk<1n Pernturan tentang penjabarnn perubahan cinggaran pendapCltan dan bel<111j<1 

daernh sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

PasaJ 7 

l'eraturetn D<1erc1h ini muleti berlaku petdci tcinmpJ diundetngkcin. 

1\gar seti<lp orang mengetahuinyc1, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dcnga11 
pcnernpatnnnya detlam Lembaran Daerah. 

Ditelapkan di I akalar 
pClda tanggal 30 September 2016 

Diunddngkan di l'clkalar 
p<1da llrnggal 30 September 2016 
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